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Rumah bescra tanah merupakan kebutuhan yang mendzazor bagl manesin memezrlukan kepastian
hkum sedimesn harus dilakokan pendaftann tanah untok memperalels jaminan aias tanzh, sedong staius
tanzh vang didafiorkon selain Hak Mulik, teedapat bak lain yaee lebib rendal seperti HGEB, HP, HGLL
Dengan hak yvang lebih renduh oleh masyarakan dicasa kurang meemadan karens jangka wakiunya terbars
dan perlu ada biava logi uniuk memperpagang akoye dan kedodukan bokumoye Buraogy kot bale
dibandingkin dengen Hak Milik (HM). Oleh karena ite pemegang hak vang statusnya lebih rendah diri hisk
milik dapat menimgkatkan stusaya menjadi bak milik agar tanah dan rumah yang dimiliki dan
ditempatinya menjact states bak snilik yvang keduduban hukunipya paling kuat dan aman ditanding: hak-
ltak atas tonah vang lain, Penelitian i mengeunakan pendekatan kealitanf, Metede vang digunakan dalam
penguinpulan data adalal merode wawancars, metods observasi, dan metode studl dokumentass, Tujumn
peningkatan hak ats tamah teesebue adalab untuk memperaleh Revakinan don Gepastian huekom yang ada
akbirnya terwopud suatn Eetenangan dan kemungkinan kecil terjadi suale senekeda, Hak Milik merupakan
bk sz amah v mmmpaagyan stahes feringgi diantara hak—hak atas tanah vang [ain, karena mempunyei
sifat terkuar dan ferpenuh. Dengon demikian stams bak aas tanal darl hak Fain, misaloya daei HGE
micitjadi Hh, maka sescorang ddak perly lgn memperpanjang haknya, Penimgkatan stales bak atas tanaly
ini rnemberiban kedoduban hubum yang Tebib tingei kepada pemiliknva sehinggs kemnpgkinan timtalnyz
senghets i kemuodian hari sengar kecil. Peningkatan ates tanah ini juga dilakukan untok mempermudah
pemerintah dalans hal i Gadon Pecanaban Masional {BER]), uotok melabuban peodatoan terhadag tanah-
tanah masyarakni, dan jups memupakon citecia dan Badan Pertanabon Masional dalam relonmasi agraia,
vaitu gituk menscjablerakan kehidupan bangss don negara, Pelaksomaom pesingkaten bak sias tanal yvang
stafusnys lebih remilady dan bak milik & Kota Padang pada prinsipnya dapat difokukon seseai dengan

prosedur yang berlnka vang teluh distur oleh UUPA



BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Tanah bagi manusia merupakan faklor vang sangal penting, karena 1anzh
adalah tempal hidup, tempat mencari nafkab dan tempat di mana nanti jassd
dikuburkan, Oleh karena itu sistem kepemilikan dan nah sebagai objek dalam
kehidupan harus diatur dalam Undang-undang, agar tidak teejadi tindakan vang
melangoar hukem.

Megara Republik Indonesia merupakan  suatu orpanisasi kekoasaan dari
selureh rakyat Indonesia, wang dibentuk guna mengatur dan mengurus serla
menvelesaitkan sepals kepentinean-kepentingan dari selurub rakvat Indonesia.
Eemudian, selurub rakyat Indonesia kembali melimpahkan wewenang yvang
dimilikinva berkenaan dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada negara
selaku badan penguasa untuk berwenang sepenvhnys menguasai, mengatur dan
mengurus serta menvelesaikan segala persoalan berkenaan dengan pengelolaan
fungsi bumi, air dan ruang angkasa,

Mengenal persoslan yvang herkensan dengan pengolahan fungsi bumi. air,
dan anpkasa diator dalam kelentuan Pasal 35 Avat (3) Undang-undang Dasar
Tahun 1945 dan lenlang  penyelengparaan Otonomi Daerah. Pengaturan,
Pembagian, dan  Pemanfzatan  Sumber Daya  Nasional, serta  Pembapian
Keuvangan Posat dan Daerah dalam Kerangka MNepara Kesatuan Republik

[ndonesia. Pengalahan yang dilakukan o7 daerah merapakan bagian internal



sedangkan pengolaban pusat merupakan bagian eksternal. Bagian internal
dilaksanakan melalui otonomi daerah  sedangkan  eksternal dilakukan  oleh
pemerintah pusar,’

Undang-undang Namor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang
mengatur pokok-pokok penveraban kewenangan bidang pemerintaban kepada
dacrah kabupalen dan daerah kota sebagai daerah otonomi. Dalam PPasal 9
dinyatakan hahwa lingkup kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dan
wilayvah administratif adalah bidang pemerintahan vang wajib dilakukan meliputi
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebodavaan, pertanian, indusiri dan
perdagangan, penanaman medsl, lingkungan hidup, peternakan, koperasi dan
tenaga kerja,

Scpanjang mengenar bidang pertanahan dengan Keputusan  Presiden
Nomar 103 Tahun 2000 tentang pengelolaan tanah, perencanaan, peruntukkan
serta pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dilaksanakan oleh Badan
Pertanahan MNasional (BPN) di bawah pengawssan Menteri Dalam Meperi
melalui Direktorat Jendral Pecanaban, Dalam hal i, BPM berkedoudukan
sebagai lembaga Negara yang berwenang dalam pengelolaan tanah, perencanpan,
peruntukan, sera pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah.”

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomaor 5 Tahun 1960 tentang "eraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria {UUPA) menvebutkan bahwa bumi air dan ruang
angkasa termasuk kekavaan alam di dalamnva pada tingkat yang tertinggi

dikuasai  oleh  nepara sebagal  organisasi kekwvasaan  seluruh  rakyal

Boedi Flarsomnas, Pk Asraenr Srcfonesia, Penerbic Djambatan, 2003, him 228
* i, hiad 232
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BAB 1V

FENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dan pembahsan yang telah divraikan, maka dapm ditarik

kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalshan yvang lelah diromeskan

pada peremusan masalah di depan:

Prosedur pemberian hok guna bangunan di koeta Padang vailu hak guna banpunazn
berdasarkan permehonan olch masyarakat yang diajukan secara tertulis memuat
sebapai berikut: a. keterangan mengenal permohonan. b, Keterangan mengen:s
tanahnva wvang mebpute data vuridis dan date fsik vang dibuat oleh Perum
perumnas, oo svaral lminnya. Berdasarkan permohonan dan perorangan Badan
hukum tersebut maks kamor Pertanahan Masional: Memberiban dan menelit
kelenghkapan data vuridis da data Hsik. mencatal dalam bentok [ommulic fsian,
membentuk tanda terima berkas permohonan sesuai formulic  isian.
memberitahukan kepada pemohon untuk membavar biava vang diperluksn.
Dalam hal ind doa veridis dan data Gsik sudah lenpkap maka keputusan
pemhberian hok cuna banpunan atas tanah vang dimohonkan bisa diterbitkan
kemudian keputusan kepala kantor Badan Pertanahan Masional kota sebagai
badosn  pertimbangan kepala  Kantor  Badan  Pertanaban Nasional  Propinsi
menesluarkan surat kepulusan secara linal,
Proses peningkatan bak guns bangunan menjadi hak milik semua itu terpaniung

kepada pemegang hak. Proscs paningkatan hak ini dilagkukan olch perseoranzan

) o
dengan mengajukan permehonan l-:r:p;a::lal. Hcpﬂla"’kﬂm&nrﬂl'erlanahan denean
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Terlampir -
[, Akta Buku Tansh
20 Akaa Jual Beli
3. Hural Pemberitabuan Pajak Bumi Dan Bangunan
40 IMB{ Lz Mendirikan Banpunan)
3. Blongko Permohonan Pendaftaran Perubahan HGB  (Hak  Guno

Bangunan} menjadi hak milik
&, Surat keterangzan Penelitian



